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SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SINGKAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

NOMOR 8/ HM.O3.s/6 t7 2 I 2A22

TENTANG

BADAN KOORDINASI HI]BI'NGAN MASYARAKAT

KOMISI PEMILIHAN UMI.ru KOTA SINGKAWANG

KE"TUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa ufltuk menindaklaqiuti Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 561/HM.O3.5-

Kptl05lKP{tlVllll202l tentang Badan Koordinasi

Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupa.ten / Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi

Hubr:ngan Masyarakat di Linglungan Komisi Femilihan

Umum Kota Singkawang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang tentang

Eiadan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi

Pemilihan Umum Kota Singkawarg;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang

Keterbukaan Informasi Publik [.embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2O{X) tentang

Pelaya.nan Publik (Iembaran Negara Republik

1

o

Indonesia -

jdih.kpu.go.id/kalbar/singkawang



Indonesia Tahun 2OO9 Nomor ll2, Tambahan

Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O38);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O15 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tatrun 2Ol4 ten tang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Menjadi Urrdang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nornor 23,

Tarnbal.an I,embaran Negara Republik
lrrdonesia Nornor 5656) sebagaimana telatr
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tal.un 2O2O terrtang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Urrdang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang
Perubahan Ketiga atas Undang- Undang
Nomor 1 Tahun 2015 terrtang Penetapan

Peraturan Perrerintah Pengganti Undang-
Undang Nornor 1 Tahun 2Ol4 tentang
Pemili}an Gubernur, Bupati dan Walikota
Menjadi Undang-Undang Menjadi Urrdang-

Undang (I.errbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2O Nornor 193, Tambahan Lem.baran

Negara Reprrblik Indonesia Nornor 65a71;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 terrt-ang

Pernilihan Umum (l,errrbaran Negara Republik
Indonesia Tahun2O17 Nomor 182, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Norror
61Oe);

5. Peraturan Menteri Kornunika.si dan Informatika
Nomor 35 Tal.un 2Ol4 tentang Badan
Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor
tao4l;

6. Peraturan Kom.isi Pernilihan ljrnu:rr Nornor 1

Tal.un 2015 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Inforrrrasi Publik di Lingkungan
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Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Norrror 456);
7. PeratUran Kor.risi Perniliham UmUm Nomor 8

Tahun 2Ol7 tentang Sosialisasi, Pendidikan
Pemilih dan Partisipasi Mas5rarakat dalarn
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
IndonesiaTahrun 2Ol7 Nomor l2a9l;

8. Peraturan Komisi Pernilihan Umurn Nomor 10

Tahun 2O18 tentang Sosialisasi, Pendidikan
Pernilitr, dan Partisipasi Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor
1e3);

9. Peraturan Kornisi Pemilihan lJrnurn Nornor 8
Tahun 2Ol9 tentang Tata Keda Konisi
Pemilihan lJmum, Kornisi Pemilihan Umun
Provinsi, dan Komisi Pernilihan Umurn
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 32Ol

sebagairn262 telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Perattrran Kondsi Pernilihan
IJmum Nomor 4 Tatmn 2O2l tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Kornisi
Pemilihan Umrun Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Perrifitran Umurn, Komisi
Perrrilihan Urmrrn Provinsi, dan Kornisi

Pernilihaur tJrnurn Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik IndonesiaTahun 2021 Norror
7a6l:'

1O. Peraturan Korrisi Pernilihan IJrnum Nom.or 14

Tahun 2O2O terrtang T\rgas, Fungsi, Sustman
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Kornisi Pernilihan lJrnurn, Selrretariat
Komisi Pemilihan Umurn Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Urrnrrn
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor12361;

11. Keputusan Kornisi Pem.ilitran Umurrr Nornor
g2 / I{M.O3-5-KpI/O6IKPU lvlll / 2O2 I tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Prograrn Badan
Koordinasi Hubungan Masyarakat di
Lingkungan Kornisi Pernilihan (Jmum, Kornisi
Pemilihan IJrnu:n Provinsi, dan Kornisi
Pernilihan Umrlm Kabupatenr/ Kota

12- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

56 1 / HM. 03.5 -Kpt / A6 / KP{J / VllI I 2O2 I tentang Badan

Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

P6milih61 Umum l(abupa.ten/Kota;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILI}IAN UMUM KOTA

SINGKAWANG TEI{TANG BADAN KOORDINASI

HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM KOTA SINGKAWANG.

Menetapkan Badan Koordinasi Hubungan
Masyarakat Komisi psmilitran Urrurn Kota

Singkawang.

Keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan
Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota
Sing!<awang sebagaimana dirnaksr.rd dalarn Dilrturn
KESATU terdiri atas;

1. Anggota Kornisi Pemilihan Umum
Kabupaterr/Kota Divisi Sosialisasi, Pendidikan

Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber

Daya Manusia; dan

2. Subbagian Telmis Penyelenggaraan Pernilu,

Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat.
Susunan Kelrengurusan Badan Koordinasi
Htrbungan Masyarakat Komisi Pemilihan lJrnurn

Kota Singkawang sebagairnana dirnaksud dalam
Diktum KESATU terdiri atas:

KETIGA

1. Pembina .
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KEEMPAT

l. Pembina : Ketua Ko'nisi Pernilihan
Umurn Kota Singkawang,

Anggota Komisi Pernilihan
umum Kota Singkawang-

2. Ketua : Sekretaris Komisi Femilihan

Umum Kota Singlawang.

3. Ketua Pelaksana : Kepala Subbagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat.

Kepala Subbagian Hukum dan

Sumber Daya Manusia.

Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Kornisi
Pernitihan Umrm Kota Singkawang sebagairnana

dirnaksud dalarn Dilrturn KESATU bertugas:

1. naelakukan koordinasi dengan Badan
Koordinasi Hubungan Masyarakat Korrisi
Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi
Hubungan Masyarakat Kornisi Pemilihan

Umum Provinsi rnengenai penyebaran

inforrnasi serta sosialisasi prograrn dan
kegiatan terkait kepemiluan dan
kelembagaan;

2. melakukan koordinasi, komunikasi, dan
kerjasarna dengan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota dan jajaran
instansi/lembaga di bawal-nya, serta
pemanglu kepentirrgan terkait di tingkat
kabupaten/kota.;

3. rnerencanakan dan melaksanakan kegiatan
kehu-rrrasan;

4. menghirnpun, rnengelola, dan menyalurkan
data/informasi kehurnasan terkait
keperniluan dankelembagaan yang diFerlukan

secara terbuka., cepat, dan akurat kepada
publik;
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KELIMA

KEENAM

KETUJUH

5. rrrelalrukan evahrasi dan monitoring terkait
hasil pelaksanaan kegiatan kehu:nasan dan
inforrrasi publik kepemiluan; rtan

6. menyampaikarr laporan kegiat^an 3 (r;ga)

bulanan darr tal.unan kepada Ketua Komisi
Pemilihan ljrnum Kabupaten/Kota dan
kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi
untuk kemrrdian disarnpaikan kepada Kornisi

Pemilihan Ijnum.
Seluruh pembiayaan yang ditimbulkan akibat
ditetapkannya Keputusarn ini dibebankan pada

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi
Pemilihan Umum Kota Sing!<awang;

Pada sa.at Keprrtusan ini mulai berlaku, kelrrrtusan
Komisi Pemilih,arr lJmum Kota Siag!<awang Nomor
1 O/HM.O2-KpI / 6172 | l(l{l -Kot I lfi / 2A2 | teartang Badan

Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota

Singkawang dan Keputusan Korrisi Fernilihan Umum Kota
gingkewang Nomor 13/HM.O2-Kptl6l72lKPU-

KoLlVlll / 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi

Femilihan Umum Kota Singkawang Nomor 1O/HM.O2-

Kpt/ 6172 lKPtt-I(oqml zff)l tentang Badan Koordinasi

Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang,

dicabut dan dinyatakarr tidak berlaku-

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang

pade tanBal 24 Jarr:uafi 2U)2

KETUA KOMISI PEMIUTIAN I.IMUM
KOITA SINGKAWAT{G,

ttd

sesuai dengan asliny'a
SI PEMIUTL{\ UMU\,I
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